
 

 
 

BUPATI PURBALINGGA 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

 
NOMOR 47 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74 
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH  

KABUPATEN PURBALINGGA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk 
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan 
Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu mengubah 
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati 

Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan  

Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati  Purbalingga Nomor 74 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;   

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 6; Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 93); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 99); 



MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 74 TAHUN 
2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN PURBALINGGA. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 74) 

sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 8) pada 
Bagian Kode Rekening Aset Tetap diubah menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 

  
Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 11 Juni 2021         

BUPATI PURBALINGGA, 
 

 
Ttd 

 

DYAH HAYUNING PRATIWI 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 11 Juni 2021     

 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 

 
Ttd 

 

WAHYU KONTARDI 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR  


